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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, tantangan dan peluang 

yang ada di Kota Depok serta memperhatikan budaya yang hidup dalam masyarakat, 

pada tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini Pemerintah Kota Depok 

telah menetapkan Visi Tahun 2016-2021 ȅŀƛǘǳ άYƻǘŀ 5ŜǇƻƪ ȅŀƴƎ Unggul, Nyaman dan 

Religius έΦ 

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Pemerintah Kota Depok dan  

Perangkat Daerahnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memenuhi 

kriteria efektif, efisien, transparan dan akuntabel, di mana keempat kriteria tersebut 

saling terkait satu sama lain. 

Upaya mewujudkan Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabel, juga 

diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, di mana disebutkan 

bahwa setiap organisasi di lingkungan pemerintah diwajibkan untuk menyusun 

Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan langkah awal untuk melakukan kinerja 

instansi pemerintah. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu disusun Rencana Kerja Badan Keuangan 

Daerah Kota Depok yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah 

dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini 

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan 

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat; lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu 

indikatif serta menunjukkan prakiraan maju.    

Proses penyusunan Renja PD dilakukan dengan melalui beberapa tahapan 

yaitu: 

a. Persiapan Penyusunan Renja PD. Pada tahap ini disusun rancangan keputusan 

kepala PD tentang pembentukan tim penyusunan Renja PD, dilanjutkan dengan 
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orientasi mengenai Renja PD, kemudian disusun agenda kerja tim penyusun Renja 

OPD sesuai dengan jadwal penyusunan RKPD serta mempersiapkan data dan 

informasi perencanaan pembangunan daerah.  

b. Penyusunan Rancangan Renja PD. Pada tahap ini dirumuskan substansi rancangan 

Renja PD yang mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra PD, dan hasil evaluasi 

pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sehingga dapat 

memecahkan masalah yang dihadapi berdasarkan usulan program dan kegiatan 

yang berasal dari masyarakat. Selanjutnya rumusan substansi tersebut 

dituangkan dalam sistematika dokumen rancangan Renja PD. 

c. Pelaksanaan Forum PD, yang bertujuan untuk menyelaraskan program dan 

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan 

kegiatan hasil musrenbang kecamatan.  

d. Penetapan Renja PD. 

 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran dari 

Renstra PD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana 

substansi RKPD adalah program dan kegiatan dari seluruh PD yang proses 

penyusunannya dilakukan secara terpadu antar PD. Selanjutnya RKPD yang berisi 

Renja dari seluruh PD tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan KUA PPAS dan 

RAPBD. 

 

1.2. LANDASAN HUKUM 

Sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan 

Daerah Kota Depok Tahun 2019 adalah : 

1.   Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3828);   
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2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat 

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah;  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);   

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213;  

9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2011 Nomor 02); 
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10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Pertaturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 

04);   

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006- 2025; 

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 

10); 

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 ς 2021 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21); 

15. Peraturan Walikota Depok Nomor Χ. Tahun 2018 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2019; 

16. Peraturan Walikota Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah. 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kota Depok 

dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tahunan 

badan. 

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Badan Keuangan 

Daerah Kota Depok ini adalah sebagai landasan operasional dalam menyelenggarakan 

program dan kegiatan Badan. 
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1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kota 

Depok Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

BAB I.   PENDAHULUAN 

Membahas dan menjabarkan latar belakang, landasan hukum, maksud dan 

tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah  

Tahun 2019. 

BAB II.   HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH  TAHUN LALU  

 Membahas dan menjabarkan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja 

perangkat daerah tahun lalu dan capaian  renstra perangkat daerah , analisis 

kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas 

dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta 

penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.  

BAB III.  TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

Membahas dan menjabarkan telaahan terhadap kebijakan nasional serta 

tujuan dan sasaran renja perangkat daerah . 

BAB IV.  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  

 Membahas dan menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan  

BAB IV.  PENUTUP 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

 

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN  LALU DAN CAPAIAN 

RENSTRA PERANGKAT DAERAH   

Badan Keuangan Daerah baru terbentuk secara resmi berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Depok. Badan Keuangan Daerah semula adalah Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang berganti nama sesuai amanat 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.   

Pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah dapat dinilai dari sisi pengelolaan 

pendapatan khususnya dari sektor pajak daerah serta dari sisi pelaksanaan program 

dan kegiatan.   

Dari sisi pengelolaan pendapatan daerah, realisasi pendapatan keseluruhan 

pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp 2.847.249.841.203,14 dari target Rp 

2.690.775.289.744,92 atau mencapai 105,82 %. Khusus untuk Pendapatan Asli Daerah 

yang merupakan salah satu sasaran pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah, pada 

Tahun 2017 terealisir sebesar Rp 1.210.594.713.561,14 melebihi target yang 

ditetapkan yaitu sebesar Rp 1.078.263.821.180,92 atau sebesar 112,27 %. Apabila 

dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 yaitu sebesar Rp 

922.297.784.280,15  dari target sebesar Rp. 847.022.89.152,01 maka realisasi 

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 meningkat sebesar 31,26 % dari tahun 

sebelumnya.  

Apabila dilihat dari sektor Pajak Daerah yang sepenuhnya menjadi tanggung 

jawab BKD, pada Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp 842.602.612.890,00  dari target 

sebesar Rp 734.844.351.531,87 atau tercapai 114,66 %. Jika dibandingkan dengan 

realisasi Pajak Daerah Tahun 2016 yaitu sebesar Rp 683.925.218.835,00                                   

(109,10 %) dari target sebesar 626.906.035.586,56 maka kenaikan realisasi Pajak 

Daerah Daerah Tahun 2017 dibandingkan dengan Tahun 2016 tercapai sebesar      

23,20 % .  
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Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017, realisasi penerimaan 

dari 9 jenis pajak daerah semuanya tercapai.  Jenis pajak daerah yang paling tinggi 

persentase capaiannya adalah Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

sebesar 129,40 %, Pajak Reklame sebesar 109,73 %, Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan sebesar 108,46 %, Pajak Hotel sebesar 107,53 %, Pajak 

Hiburan sebesar 106,07 %, Pajak Restoran sebesar 105,36 %, Pajak Penerangan Jalan 

sebesar 104,56 %,  Pajak Air Tanah sebesar 104,52 % dan terakhir Pajak Parkir sebesar 

104,48 %.  

Kenaikan penerimaan pajak daerah yang cukup signifikan ini antara lain karena 

telah dilakukan upaya dan strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah baik melalui 

intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber - sumber pajak daerah. Upaya intensifikasi 

diantaranya melalui sosialisasi pajak daerah melalui berbagai media, uji petik ketaatan 

wajib pajak, verifikasi lapangan, penagihan secara langsung maupun tidak langsung, 

gebyar pajak serta pemberian penghargaan kepada wajib pajak teladan. Adapun 

upaya ekstensifikasi diantaranya melalui perbaikan data base dan  penjaringan wajib 

pajak baru.  

Dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan, pada Tahun 2017 Badan Keuangan 

Daerah melaksanakan 11 Program dengan jumlah anggaran sebesar Rp 

11.088.308.200,00 yang tersebar di 43 kegiatan. Realisasi penyerapan dari anggaran 

tersebut adalah sebesar Rp 9.118.234.405,00 atau 82,23 %. Realisasi pencapaian 

target kinerja program / kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut  

1. Pencapaian Target Kinerja Program 

- Terdapat 2 (dua) program yang tidak memenuhi target kinerja yaitu Program 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dari target 100 % tercapai 99,46 

%. Adapun untuk Program Pengembangan Layanan Teknologi Informatika, 

dengan indikator program Nilai Pemeringkatan e Government Indonesia, tidak 

terealiasasi karena kegiatan Nilai Pemeringkatan PeGI pada Kementerian 

Kominfo sudah dihapus sehingga pada kabupaten / kota tidak ada 

pendampingan untuk menghitung nilai peringkat PeGI.       



                                                                                                           Rencana Kerja  
                    Badan Keuangan Daerah Kota Depok  

                    Tahun  2019 
 

 

14 
 

- Terdapat 6 (enam) program yang telah memenuhi target kinerja yaitu 

Program Peningkatan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Kualitas Sumber 

Daya Aparatur, Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, 

Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Standarisasi 

Pelayanan Publik, serta Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

- Terdapat 3 (tiga) program yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang 

direncanakan, yaitu : 

a. Program Peningkatan Penerimaan PAD 

Kenaikan terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari sektor Lain-

lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu sebesar 71,54 %, disusul dari 

Pajak Daerah sebesar 24,72 % dan selanjutnya dari Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 4,95 %. Sedangkan dari sektor 

Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar 42,97 %.  

Kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Lain ς lain Pendapatan 

Asli Daerah yang Sah ini antara lain karena adanya kenaikan yang cukup 

signifikan dari pendapatan BLUD RSUD. Sementara kenaikan dari sektor 

pajak daerah antara lain karena telah dilakukan upaya dan strategi 

optimalisasi penerimaan pajak daerah baik melalui intensifikasi maupun 

ekstensifikasi sumber sumber Pajak Daerah. Upaya intensifikasi 

diantaranya melalui sosialisasi pajak daerah melalui berbagai media, uji 

petik ketaatan wajib pajak, verifikasi lapangan, penagihan secara langsung 

maupun tidak langsung, pemeriksaan WP secara berkala, mengadakan 

PBB Off Line serta pemberian penghargan kepada wajib pajak teladan. 

Adapun upaya ekstensifikasi diantaranya melalui  perbaikan data base, 

penjaringan wajib pajak baru,  serta penyesuaian nilai NJOP sesuai dengan 

harga pasar untuk pajak PBB dan BPHTB.   

 

 

 

b. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah  
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Hal ini dapat tercapai karena adanya koordinasi yang terus menerus 

antara Pemerintah Kota Depok dengan BPN terkait dengan sertifikasi aset 

tanah milih Kota Depok. Sehingga sampai dengan Tahun 2017, jumlah 

bidang tanah yang telah bersertifikat adalah sebanyak 313 bidang dari 

jumlah total bidang tanah milik Pemerintah Kota Depok sebanyak 3.425 

bidang. Sedangkan terkait dengan bidang yang dimanfaatkan,   terjadi 

penambahan yang cukup signifikan. Hal ini karena adanya permintaan 

pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Depok dari masyarakat baik 

berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah (BGS), bangun serah guna 

(BSG) maupun kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI). 

c. Program Pengamanan dan Penertiban Aset Daerah.  

Hal ini karena jumlah luas RTH yang diamankan per tahun terealiasi 

sebesar  1,7 Ha dari target 1,5 Ha.  Ruang terbuka hijau yang diamankan 

tersebut meliputi lahan di  Jatijajar untuk RSUD seluas 10.450 m2, lahan 

yang tersebar di berbagai lokasi yang telah dipasang plang seluas 4.000 m2 

serta lahan yang tersebar di berbagai lokasi yang telah dipasang patok 

batas tanah seluas 3.000 m2. 

 
2. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan  

- Terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran 

yang direncanakan, yaitu Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor sebesar 98,39 % dimana dari target 62 unit terealisasi 61 unit. Hal ini 

karena harga mesin fotocopi yang tercantum di DPA dibawah harga pasar 

sehingga pembelian barang tersebut tidak terealisasi.  

- Terdapat 1 (satu ) kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang 

direncanakan, yaitu Kegiatan Pemanfaatan Aset Daerah sebesar 170 % dimana 

dari target 30 bidang terealisasi 51 bidang. Hal ini karena banyaknya 

penambahan dokumen untuk pemanfaatan posyandu, sarana peribadatan, 

taman dan RTH. 

- Sedangkan 41 kegiatan lainnya telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran 

seperti yang direncanakan  
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Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan seperti yang diuraikan 

sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dinas dilakukan secara efisien 

dan efektif. Dilihat dari persentase pencapaian target / rencana tingkat capaian per 

kegiatan, hampir semua kegiatan dilaksanakan dengan persentase pencapaian target 

/ rencana tingkat capaian lebih besar dari 100 % karena target fisik terpenuhi dengan 

anggaran yang masih tersisa sehingga tercipta efisiensi anggaran. 

Sebagai upaya perbaikan kinerja di masa mendatang, Badan Keuangan Daerah 

akan melakukan strategi , antara lain dengan : 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan, antara lain dengan 

a. Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan melalui pemanfaatan 

teknologi informasi dalam pelayanan pajak daerah maupun pelayanan 

penatausahaan keuangan dan aset.    

b. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kenyamanan 

masyarakat dalam membayar pajak daerah. 

2. Melakukan pembenahan dan updating data base dengan : 

a. meningkatkan peran serta lurah dalam meneliti kasus SPPT double anslagh  

b. memfokuskan validasi untuk SPPT yang nilainya 1 milyar ke atas  

3. Menjaring wajib pajak baru  

4. Melakukan bintek / pelatihan bagi tenaga penagih pajak 

5. Melakukan pertemuan berkala dengan para OPD yang berkaitan dengan  

pemungutan PAD agar optimalisasi penerimaan PAD dapat tercapai .  

6. Melakukan koordinasi yang intensif dan efektif dengan instansi pusat dan propinsi 

dalam hal intensifikasi Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Lain ς Lain yang Sah.   

7. Koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan BPN dalam rangka 

mempercepat sertifikasi aset daerah. 

Berkaitan dengan evaluasi pencapaian Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 

2017, dapat dijelaskan bahwa telah ditetapkan 6 sasaran strategis dengan 8 target 

indikator kinerja sasaran. Dari 8 (delapan) sasaran strategis tersebut, Terdapat 2 (dua) 

sasaran strategis dengan memperoleh capaian kinerja di atas 100 % dan 5 (lima) 

sasaran strategis memperoleh capaian kinerja  100 %, sedangkan 1 (satu) sasaran 
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strategis yang lain memperoleh capaian kinerja di bawah 100 % atau tidak mencapai 

target. 

Sasaran strategis yang tidak mencapai target adalah Meningkatnya efektifitas 

dalam pengelolaan APBD dengan indikator kinerja sasaran Alokasi anggaran belanja 

modal terhadap total belanja APBD tercapai sebesar 75,85 %. Hal ini karena: 

1. Adanya penambahan anggaran pimpinan dan anggota DPRD sebagai tindaklanjut 

dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Adminitratif pimpinan dan anggota DPRD 

2. Adanya penambahan anggaran DAK BOP PAUD pada belanja hibah dan tambahan 

penghasilan guru pada belanja gaji dan tunjangan  

3. Adanya penambahan anggaran kegiatan DAK Non Fisik 

Ketiga penambahan anggaran tersebut memperbesar proporsi belanja barang 

dan jasa serta belanja tidak langsung, sementara besaran belanja modal tidak 

mengalami perubahan. 

 

Secara rinci hasil pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s.d. 

Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut 
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Tabel 2.1 
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Kota Depok 

 

 

 

Target Renja BKD Tahun 

2017

Realisasi Renja BKD 

Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian 

Program dan Kegiatan 

s/d tahun berjalan 2018

Tingkat Capaian Realisasi 

Target Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 URUSAN WAJIB

3 01 01 01 BADAN KEUANGAN DAERAH

3 01 01 03 001 Peningkatan Administrasi  

Perkantoran

Persentase 

penyediaan  

administrasi 

perkantoran 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 01 01 03 001 03 Penyediaan Alat Tulis KantorJenis Alat Tulis Kantor 95 Jenis 80 Jenis 107 Jenis 107 Jenis 100% 100 Jenis 100 Jenis 100%

3 01 01 03 001 04 Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan

Jenis Barang Cetakan 

dan Penggandaan

41 Jenis 37 Jenis 42 Jenis 42 Jenis 100% 77 Jenis 77 Jenis 100%

3 01 01 03 001 05 Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jenis Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

- - - - - - - -

3 01 01 03 001 06 Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga

Jenis Peralatan Rumah 

Tangga

38 Jenis 38 Jenis 38 Jenis 38 Jenis 100% 38 Jenis 38 Jenis 100%

3 01 01 03 001 07 Penyediaan Makanan dan 

Minuman 

Jumlah Jamuan 12.260 7100 boks, 3702 

boks, 1000 galon, 

150 dus, 50 dus, 91 

dus, 80 Pcs, 80 Pcs

12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

3 01 01 03 001 08 Rapat-Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi Dalam dan Luar 

Daerah

Jumlah Perjalanan 

Dinas

720 Hari 718 Hari 668 Hari 668 Hari 100% 668 Hari 668 Hari 100%

3 01 01 03 001 10 Penyediaan Sarana 

Informasi

Jumlah surat 

kabar/majalah, Jumlah 

buku perundang-

undangan, Jumlah 

advetorial

6240 eksemplar, 37 

buku

6240 eksemplar, 48 

buku, 6 kali 

6240 eksemplar, 48 buku6240 eksemplar, 48 buku 100% - - -

Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(Outcomes)/Kegiatan 

(Output)

Target Kinerja 

Capaian Program  

(Renstra BKD) Tahun 

2021

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017

Target program dan 

kegiatan  

(Renja BKD Tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKD s/d 

tahun berjalan

1
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Target Renja BKD Tahun 

2017

Realisasi Renja BKD 

Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian 

Program dan Kegiatan 

s/d tahun berjalan 2018

Tingkat Capaian Realisasi 

Target Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

3 01 01 03 002 Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur

Persentase 

penyediaan sarana 

dan prasarana 

aparatur 

100% 100% 100% 99,46% 99,46% 100% 100% 100%

Pemeliharaan Rutin / 

Berkala Gedung Kantor

Jumlah Pekerjaan 

Penataan Ruang

1 Unit Ruang 2 Unit Ruang - - - - - -

Pemeliharaan Rutin / 

Berkala Kendaraan Bermotor 

Jumlah Unit 

Kendaraan Roda Dua, 

Jumlah Unit 

Kendaraan Roda 

Empat

47 Unit (5 Mobil, 

38 Motor)

43 Unit (5 Mobil, 38 

Motor)

46 Unit (8 Mobil, 38 

Motor)

46 Unit (8 Mobil, 38 

Motor)

100% 18 Mobil, 39 Motor 18 Mobil, 39 Motor 100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung 

Kantor

Jumlah Jenis 

Perlengkapan Kantor

11 Jenis 11 Jenis 11 Jenis 11 Jenis 100% 11 Jenis 11 Jenis 100%

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Unit Peralatan 

dan Perlengkapan 

kantor

78 Unit 84 Unit 62 Unit 62 Unit 98,39% 5 Unit 5 Unit 100%

Peningkatan Kualitas 

Sumber Daya Aparatur 

Prosentase diklat, 

bintek, sosialisasi, 

workshop, seminar, 

lokakarya, semiloka, 

capasity building

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bimbingan Teknis 

Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Jumlah Peserta 125 Peserta - 90 Peserta 90 Peserta 100% 88 Peserta 88 Peserta 100%

Bimbingan Teknis 

Pengelolaan Keuangan

 Jumlah Peserta  80 Peserta 125 Peserta 80 Peserta 80 Peserta 100% 80 Peserta 80 Peserta 100%

Bimbingan Teknis 

Penyusunan Anggaran 

Jumlah Peserta 80 Peserta - - - - 80 Peserta 80 Peserta 100%

Bimbingan Teknis 

Pengelolaan Barang Milik 

Daerah

Jumlah Peserta 128 Peserta - 90 Peserta 90 Peserta 100% 262 Peserta 262 Peserta 100%

Bimbingan Teknis Pengelola 

Gaji OPD

Jumlah Peserta 80 Peserta 80 Peserta - - - - - -

Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(Outcomes)/Kegiatan 

(Output)

Target Kinerja 

Capaian Program  

(Renstra BKD) Tahun 

2021

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017

Target program dan 

kegiatan  

(Renja BKD Tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKD s/d 

tahun berjalan

1
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Target Renja BKD Tahun 

2017

Realisasi Renja BKD 

Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian 

Program dan Kegiatan 

s/d tahun berjalan 2018

Tingkat Capaian Realisasi 

Target Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Peningkatan Sistem 

Pelaporan  Capaian Kinerja 

dan  Keuangan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan , Nilai 

LAKIP OPD, Cakupan 

Laporan Kinerja dan 

Keuangan, Jumlah 

laporan evaluasi 

kinerja triwulan 

2 dok, A, 12 

dok, 4 dok

2 dok, C, 12 dok, 

4 dok

2 dok, B, 12 dok, 4 

dok

2 dok, B, 12 dok, 4 

dok

100% 2 dok, B, 12 dok, 4 

dok

2 dok, B, 12 dok, 4 

dok

100%

Penyusunan Pelaporan 

Keuangan dan Capaian 

Kinerja

Jumlah Dokumen 19 Dokumen 19 Dokumen 19 Dokumen 19 Dokumen 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100%

Peningkatan Standarisasi 

Pelayanan Publik

Unit Pelayanan yang 

Terakreditasi

- - - 100% 100% - - -

Penyusunan SOP Badan 

Keuangan Daerah

Jumlah SOP - - - 1 SOP 1 SOP - - -

Peningkatan Kualitas 

Pengelolaan Keuangan

Status Laporan WTP WTP WTP WTP 100% WTP WTP 100%

Penyusunan Pelaporan 

Keuangan Semesteran Kota 

Depok

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD, 

Rancangan Peraturan 

Walikota tentang 

Penjabaran 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100%

Penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang  

APBD, Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD, 

Rancangan Peraturan 

Walikota tentang 

Penjabaran APBD dan 

Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah Dokumen 11 Dokumen 11 Dokumen 11 Dokumen 11 Dokumen 100% 11 Dokumen 11 Dokumen 100%

Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(Outcomes)/Kegiatan 

(Output)

Target Kinerja 

Capaian Program  

(Renstra BKD) Tahun 

2021

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017

Target program dan 

kegiatan  

(Renja BKD Tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKD s/d 

tahun berjalan

1
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Target Renja BKD Tahun 

2017

Realisasi Renja BKD 

Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian 

Program dan Kegiatan 

s/d tahun berjalan 2018

Tingkat Capaian Realisasi 

Target Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Penyusunan KUA/PPAS  dan 

KUPA / PPAS Perubahan  

Jumlah Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100%

Penelitian RKA OPD dan RKA 

- P OPD 

Jumlah Dokumen 78 Dokumen 52 Dokumen 129 Dokumen 129 Dokumen 100% 129 Dokumen 129 Dokumen 100%

Penelitian DPA OPD dan 

DPPA  OPD 

Jumlah Dokumen 78 Dokumen 52 Dokumen 56 Dokumen 56 Dokumen 100% 86 Dokumen 86 Dokumen 100%

Penerbitan SP2D se-Kota 

Depok

Jumlah Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100%

Penatausahaan Penerimaan 

dan Pengelolaan Kas Daerah 

Jumlah Laporan 

Penerimaan dan 

Pendapatan Daerah 

Non PAD

2 Laporan - 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 2 Laporan 2 Laporan 100%

Pengamanan dan 

Pendayagunaan Aset 

Daerah

Persentase bidang 

tanah pemerintah 

bersertifikat , 

Persentase aset 

tercatat, Jumlah 

Bidang yang 

dimanfaatkan per 

tahun 

8,88% ; 100% ; 

30 Bidang

78,64%, 30 Bidang 7,71% ; 100% ; 30 

Bidang

9,14% ; 100% ; 51 

Bidang

100% 9,14% ; 100% ; 51 

Bidang

9,14% ; 100% ; 51 

Bidang

100%

Jumlah Dokumen 

Pemanfaatan Aset

30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 51 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 100%

Jumlah Dokumen 

Penghapusan Aset

- - - - 5 Dokumen 5 Dokumen 

Penyerahan Prasarana, 

Sarana Utilitas Perumahan, 

Permukiman dan TPU

Jumlah Dokumen 

Penyerahan

180 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 100% 30 Dokumen 30 Dokumen 100%

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah

Jumlah Barang Milik 

Daerah 

4 Balai Rakyat 1 Jenis 4 Balai Rakyat 4 Balai Rakyat 100% 4 Balai Rakyat 4 Balai Rakyat 100%

Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(Outcomes)/Kegiatan 

(Output)

Target Kinerja 

Capaian Program  

(Renstra BKD) Tahun 

2021

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017

Target program dan 

kegiatan  

(Renja BKD Tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKD s/d 

tahun berjalan

1

Pemanfaatan dan 

Penghapusan Aset Daerah

170%
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Target Renja BKD Tahun 

2017

Realisasi Renja BKD 

Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian 

Program dan Kegiatan 

s/d tahun berjalan 2018

Tingkat Capaian Realisasi 

Target Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Jumlah Bidang yang 

terukur

60 Bidang 1 Bidang 30 Bidang 30 Bidang 30 Bidang 30 Bidang 100%

Jumlah dokumen 

penelitian tanah

30 Dokumen - - - 30 Dokumen 30 Dokumen 

Jumlah bidang yang 

tersertifikat      

60 Bidang 25 bidang 30 Bidang 38 Bidang - -

Jumlah Plang Papan 

Nama Aset

40 Plang - - -

Jumlah Patok Batas 

Tanah 

250 Patok - - -

Jumlah Plang Papan 

Nama Aset

250 Plang 40 Plang 40 Buah 40 Buah 122 Plang 122 Plang 100%

Jumlah Patok Batas 

Tanah 

1000 Patok 50 Buah 200 Buah 200 Buah 250 Patok 250 Patok 

Pemeliharaan Kendaraan 

Pool

Jumlah Kendaraan 4 Unit - 10 Unit 10 Unit 100% 3 Unit 3 Unit 100%

Sensus Barang Milik DaerahJumlah PD 38 PD - - - - - - -

Peningkatan  Kualitas dan 

Kuantitas Sarana dan 

Prasarana Pelayanan

Unit layanan 

terkareditasi 

100% - - - - - - -

Pelaksanaan ISO Jumlah Serifikat ISO 1 ISO - - - - - - -

Pembangunan dan 

Pengembangan Teknologi 

Informatika

Cakupan layanan e-

goverment yang 

terintegrasi

100% 100% 100% 100% 1 Layanan 100% 100%

Pengembangan dan 

Pemeliharaan Sistem 

Informasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah

Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi 2 Paket 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100% 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100%

Pengembangan dan 

Pemeliharaan Sistem 

Informasi Manajemen PAD 

(SIMPAD)

Jumlah Paket 5 Paket 1 Aplikasi 1 Paket 2 Paket 200% 4 Aplikasi 4 Aplikasi 100%

Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(Outcomes)/Kegiatan 

(Output)

Target Kinerja 

Capaian Program  

(Renstra BKD) Tahun 

2021

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017

Target program dan 

kegiatan  

(Renja BKD Tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKD s/d 

tahun berjalan

1

Sertifikasi Aset tanah 100%

Pengamanan Aset Milik 

Pemerintah Kota Depok

100%
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Target Renja BKD Tahun 

2017

Realisasi Renja BKD 

Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian 

Program dan Kegiatan 

s/d tahun berjalan 2018

Tingkat Capaian Realisasi 

Target Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pengembangan dan 

Pemeliharaan Sistem PBB 

dan BPHTB

Jumlah Aplikasi 10 Aplikasi 10 Aplikasi 10 Aplikasi 10 Aplikasi 100% 6 Aplikasi 6 Aplikasi 100%

Pengembangan dan 

Pemeliharaan Sistem 

Informasi Pendataan Fasos 

Fasum dan Sarana 

Pemerintahan 

Jumlah Sistem 1 Sistem 1 Aplikasi 1 Sistem 1 Sistem 100% 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100%

Pengembangan dan 

Pemeliharaan SIPKD Modul 

Aset

Jumlah Sistem 1 Sistem - 1 Sistem 1 Sistem 100% 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100%

Pengembangan dan 

Pemeliharaan SIMGAJI DAN 

SIMPEG 

Jumlah Sistem 1 Sistem - - - - 2 Sistem 2 Sistem 100%

Pengembangan dan 

Pemeliharaan SP2D Online

Jumlah Sistem - - 1 Sistem 1 Sistem 100% - - -

Peningkatan  Kualitas 

Perencanaan 

Pembangunan

Cakupan Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelaksanaan Forum OPD Jumlah Dokumen 

Renja ; Jumlah Peserta 

Forum OPD

2 Dokumen, 120 

orang

2 Dokumen, 120 

orang

2 Dokumen, 120 

orang

2 Dokumen, 120 

orang

100% 2 Dokumen, 120 

orang

2 Dokumen, 120 

orang

100%

Penyusunan Renstra 2016-

2021

Jumlah Dokumen 

Renstra

2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Revisi 

Renstra

1 Dokumen Revisi 

Renstra

100% - -

Penyusunan Naskah 

Akademis Pengelolaan 

Barang Milik Daerah

Jumlah Jenis Dokumen - - 1 Jenis (Raperda dan 

Naskah Akademis)

1 Jenis (Raperda dan 

Naskah Akademis)

100% - -

Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(Outcomes)/Kegiatan 

(Output)

Target Kinerja 

Capaian Program  

(Renstra BKD) Tahun 

2021

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017

Target program dan 

kegiatan  

(Renja BKD Tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKD s/d 

tahun berjalan

1
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Target Renja BKD Tahun 

2017

Realisasi Renja BKD 

Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian 

Program dan Kegiatan 

s/d tahun berjalan 2018

Tingkat Capaian Realisasi 

Target Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Peningkatan Penerimaan 

PAD

Persentase Rata-Rata 

Kenaikan PAD

15,5 37,08 20,48 31,01 100% 9,84 9,84 100%

Jumlah WP 

tersosialisasi 

60 WP - - - 60 WP 60 WP 100%

Jumlah WP baru 

terjaring

150 WP 150 WP 200 WP 200 WP 120 WP 120 WP

Jumlah WP yang 

diperiksa dan di uji 

potensi

30 WP 17 WP 15 WP 15 WP 50 WP 50 WP 

Jumlah WP Tertagih - - 40 WP 40 WP - -

Jumlah Stiker Lunas 

Pajak Reklame

1600 Buah - 1600 Buah 1600 Buah - -

Jumlah WP PBB dan 

BPHTB terverlap 

1.000 WP 1.000 WP 1.000 WP 1.000 WP 1.000 WP 1.000 WP 100%

Jumlah spanduk 

penyampaian SPPT

168 Buah 28 Buah 140 Buah 140 Buah 140 Buah 140 Buah 

Jumlah spanduk 

peringatan jatuh 

tempo PBB 

168 Buah 28 Buah 140 Buah 140 Buah 140 Buah 140 Buah 

Jumlah spanduk 

sosialisasi

148 Buah 2 Buah 80 Buah 80 Buah 80 Buah 80 Buah 

Jumlah stiker lunas 

PBB

400.000 lembar 16.600 lembar - - 370.000 lembar 370.000 lembar 

Jumlah data PBB 

potensial

1.000 WP - 1.000 WP 1.000 WP - -

Jumlah Tenaga 

Pendukung

- - - - - -

Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(Outcomes)/Kegiatan 

(Output)

Target Kinerja 

Capaian Program  

(Renstra BKD) Tahun 

2021

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017

Target program dan 

kegiatan  

(Renja BKD Tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKD s/d 

tahun berjalan

1

Intensifikasi dan 

Ekstensifikasi Pajak Daerah 

100%

Optimalisasi Potensi 

Penerimaan PBB dan BPHTB 

100%
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Target Renja BKD Tahun 

2017

Realisasi Renja BKD 

Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian 

Program dan Kegiatan 

s/d tahun berjalan 2018

Tingkat Capaian Realisasi 

Target Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Jumlah pengiriman 

surat 

tagihan/himbauan/SP

PT

7.000 WP 3.500 WP 5.300 WP 5.300 WP 5.000 WP 5.000 WP 100%

Jumlah hari pelayanan 

jatuh tempo

5 hari 5 hari - - - -

Jumlah WP PBB dan 

BPHTB

3.500 WP - 3.500 WP 3.500 WP 3.000 WP 3.000 WP 

Jumlah Data Piutang 

Terseleksi

250 WP - 250 WP 250 WP 250 WP 250 WP 

Jumlah WP Penerima 

Penghargaan

36 WP 39 WP 36 WP 36 WP 36 WP 36 WP 100%

Jumlah Kelurahan 

Penerima 

Penghargaan

18 Kelurahan 17 Kelurahan 18 Kelurahan 18 Kelurahan 17 Kelurahan 17 Kelurahan 

Jumlah RT/RW 

Penerima 

Penghargaan

- - - - - -

Jumlah WP Tertagih 300 STPD 3.500 WP - - 60 WP 60 WP 100%

Jumlah SKPD/STPD / 

Surat Teguran Terkirim 

4.200 Surat 1.500 Surat - - 3.500 WP 3.500 WP

Jumlah Sosialisasi dengan 

Media Jasa

- - 1 Media Jasa 1 Media Jasa - - 100%

Jumlah Banner Pajak 

Daerah

- - 200 Buah 200 Buah - -

Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(Outcomes)/Kegiatan 

(Output)

Target Kinerja 

Capaian Program  

(Renstra BKD) Tahun 

2021

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017

Target program dan 

kegiatan  

(Renja BKD Tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKD s/d 

tahun berjalan

1

Sosialisasi Pajak Daerah 

Non PBB dan BPHTB

100%

Penagihan PBB dan BPHTB 100%

Pemberian Penghargaan 

Kepada Wajib Pajak Daerah

100%

Penagihan Pajak Daerah di 

Luar PBB dan BPHTB

-
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2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 

2016 Nomor 10); serta Peraturan Walikota Depok  Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah 

diuraikan bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Depok merupakan unsur pelaksana 

penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang dipimpin oleh Kepala Badan 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah. Badan Keuangan Daerah Kota Depok bertugas untuk melaksanakan 

penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan serta berfungsi untuk merumuskan 

dan melaksanakan kebijakan teknis bidang keuangan daerah. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Keuangan Daerah Kota Depok 

menjalankan fungsi : 

a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan Rencana Strategis 

(Renstra) Badan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD); 

b. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset, pelaksanaan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 

d. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 

e. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah ; 

f. Pelaksanaan fungsi BUD ; 

g. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD ; 

h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; 

i. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian urusan kesekretariatan, 

kepegawaian, dan rumah tangga Badan ; 

j. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi 

bidang anggaran, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II, bidang 
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pengelolaan aset, bidang perbendaharaan dan pengelolaan belanja pegawai, 

serta bidang akuntansi dan data keuangan.  

 

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut di atas maka Badan Keuangan Daerah 

merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran 

dan Pengguna Barang dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagai 

Pejabat Pengelola Keuangan Kota Depok. Terkait dengan tugas dan fungsinya 

tersebut, Badan Keuangan Daerah didukung dengan struktur organisasi yang terdiri 

dari Kepala Badan yang membawahkan : 

a. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum 

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

3. Sub Bagian Keuangan   

b. Bidang Anggaran, terdiri dari : 

1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran 

2. Sub Bidang Subid Perencanaan Belanja Tidak Langsung 

3. Sub Bidang Subid Penyusunan dan Administrasi Anggaran  

c. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai, terdiri dari : 

1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah  

2. Sub Bidang Pengeluaran 

3. Sub Bidang Pengelolaan Gaji Pegawai 

d. Bidang Pajak Daerah I, terdiri dari : 

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional  

2. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan  

3. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan  

e. Bidang Pajak Daerah II, terdiri dari : 

1. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 

2. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi  

3. Sub Bidang Penagihan  
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f. Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari : 

1. Sub Bidang Penatausahaan Aset 

2. Sub Bidang Pemanfaatan Aset 

3. Sub Bidang Pengamanan Aset  

g. Bidang Akuntansi dan Data Keuangan, terdiri dari : 

1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

2. Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan 

 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah Kota 

Depok didukung oleh 96 Pegawai dengan perincian sesuai dengan data pada Bulan 

Februari Tahun 2018 sebagai berikut: 

 

Tabel a. Data Pegawai berdasarkan status 

No. Status Pegawai Jumlah Pegawai 

1. PNS   96  Orang 

2. CPNS     0  Orang 

 Jumlah   96 Orang 

 

Tabel b. Data Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan 

No.  Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai 

1. Pasca Sarjana / S2   10  Orang 

2. Sarjana / S1   49  Orang 

3. Sarjana Muda / D3   17  Orang 

4. SMU / SLTA   20  Orang 

 Jumlah   96  Orang 
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Tabel c. Data Pegawai berdasarkan golongan 

No. Golongan Jumlah Pegawai 

1. Golongan IV      5 Orang 

2. Golongan III    64 Orang 

3. Golongan II   27 Orang 

 Jumlah   96 Orang 

   

              Tabel d. Data Pegawai berdasarkan jabatan struktural 

No. Jabatan Struktural Jumlah Pegawai 

1. Eselon IIa   1 Orang 

2. Eselon IIIa   1  Orang 

3. Eselon IIIb   6 Orang 

4. Eselon IVa 19 Orang 

 Jumlah 27 Orang 

 

 Tabel e. Data Pegawai berdasarkan pendidikan penjenjangan 

No. Pendidikan Penjenjangan Jumlah Pegawai 

1. Diklat Pim II   0 Orang 

2. Diklat Pim III   7 Orang 

3. Diklat Pim IV 19 Orang 

 Jumlah 26 Orang 

 

  

Berdasarkan Undang ς undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 272 ayat (2) 

disebutkan bahwa Renstra tidak dimulai dari visi dan misi, namun langsung pada 

tujuan, sasaran dan seterusnya. Hal ini berarti bahwa visi dan misi Perangkat Daerah  

adalah sama dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih 

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPKMD). Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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1. VISI 

Visi adalah rumusan umum kondisi masa depan mengenai keadaan yang 

ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana yang tertuang dalam 

Perubahan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Tahun 2016 ς 2021, maka Visi Badan Keuangan Daerah Kota Depok sesuai 

dengan visi Kota Depok adalah  άYƻǘŀ 5ŜǇƻƪ ȅŀƴƎ ¦ƴƎƎǳƭΣ bȅŀƳŀƴ Řŀƴ wŜƭƛƎƛǳǎ έ.  

Unggul didefinisikan sebagai : Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam 

memberikan pelayanan publik, memiliki sumber daya manusia yang sejahtera, 

kreatif dan berdaya saing yang bertumpu pada ketahanan keluarga. 

Nyaman didefinisikan sebagai : terciptanya suatu kondisi ruang kota yang 

bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi 

kehidupan masyarakat. 

Religius didefinisikan sebagai : terjaminnya hak - hak masyarakat dalam 

menjalankan kewajiban agama bagi masing ς masing pemeluknya, yang tercermin 

dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan 

dalam akhlaq, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan 

yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

 

2. MISI   

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya ς upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Mengacu kepada Perubahan RPJMD Kota 

Depok Tahun 2016 ς 2021, terdapat dua visi Kota Depok yang berkaitan dengan 

tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah, yaitu: 

1. Misi ke I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan 

Transparan 

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan 

fungsi birokrasi yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan 

memanfaatkan teknologi dan informasi secara optimal yang mendorong pelayanan 

publik yang inovatif dan berkeadilan serta nyaman dan ramah. 

2. Misi ke III : Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan  
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Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan 

tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi 

dan UMKM, meningkatkan kualitas UMKM menjadi UMKM yang mandiri dan 

memiliki daya saing, meningkatkan ketahahan pangan serta mengembangkan 

sistem pembiayaan yang terpadu. 

 

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah seperti 

diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Keuangan Daerah  memegang 

peranan yang sangat strategis dan menjadi faktor dominan terciptanya 

penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok yang baik sesuai kaidah good governance 

yaitu pemerintahan yang baik, efektif, transparan dan akuntabel salah satunya dalam 

pengelolaan keuangan dan aset. Oleh karena itu Badan Keuangan Daerah dituntut 

senantiasa meningkatkan perbaikan kinerja, mutu pelayanan, dan kualitas sumber 

daya yang dimiliki.  Terlebih karena Badan Keuangan Daerah Kota Depok juga bertugas 

memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu: 

1. Pembayaran pajak daerah,  

2. Pembayaran Retribusi Daerah, 

3. Pembayaran Bantuan Keuangan / Hibah, dan Belanja Tidak Terduga.  

Selain pelayanan langsung kepada masyarakat, Badan Keuangan Daerah juga 

melayani pengelolaan keuangan dan aset PD lain dalam Lingkup Pemerintah Kota 

Depok, meliputi; 

1. Melayani dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA ς PD) 

2. Melayani dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA ς 

PD) 

3. Melayani dan memfasilitasi penatausahaan keuangan (SPD, SPP, SPM, dan SP2D) 

4. Melayani dan memfasilitasi penyusunan Laporan Keuangan 

5. Melayani dan memfasilitasi pengelolaan Barang Daerah 

 

Mengingat Badan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana penunjang 

urusan pemerintahan bidang keuangan, maka BKD tidak melaksanakan standar   
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pelayanan minimal (SPM) dan Standar Nasional. Sehingga gambaran kinerja 

pelayanan BKD didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah.  

Secara garis besar gambaran kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat 

pada tabel 2.2 sebagai berikut : 

 

.   
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Tabel 2.2 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  Badan Keuangan Daerah 

Kota Depok 

 

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Opini BPK - - WTP WTP WTP WTP WTP - WTP WTP

Hasil 

Pemeriksaan 

atas Laporan 

Keuangan Kota 

Depok dari BPK 

akan diterima 

Bulan Mei 2018

2 Predikat  Sakip BKD - - B B BB A B - BB A

Laporan hasil 

evaluasi SAKIP 

Tahun 2018 dari 

Inspektorat 

belum diterima

3

Survey Kepuasan 

Masyarakat (IKM)  

pembayaran pajak 

daerah

- -
Sangat 

Baik

Sangat 

Baik

Sangat 

Baik

Sangat 

Baik

Sangat 

Baik
-

Sangat 

Baik

Sangat 

Baik

Survey IKM 

Tahun 2018 

belum 

dilaksanakan

4
Persentase Pajak Daerah 

terhadap total PAD 
- - 74,83 76,21 76,65 77,99 69,60% - 76,65 77,99

Dihitung setelah 

tahun anggaran 

berakhir

Proyeksi

Catatan AnalisisNO Indikator
SPM/standar 

nasional
IKK

Target Renstra Perangkat DaerahRealisasi Capaian
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2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

Dari uraian di atas, tergambar besarnya tugas dan tanggung jawab Badan 

Keuangan Daerah. Hal ini, akan berimbas pada buruknya kinerja maupun akselerasi 

perbaikannya apabila tidak didukung sumber daya yang memadai dan perencanaan 

serta managemen yang handal. 

Namun demikian, sampai saat ini masih banyak permasalahan-permasalahan 

yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah untuk menjadi instansi yang dapat 

mengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah secara jujur, transparan, dan taat 

azas dengan hasil yang terukur sesuai ukuran nilai-nilai atau norma-norma yang 

ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan  secara terbuka,  antara lain; 

1. Sistem teknologi informasi yang ada belum seluruhnya terintegrasi. 

2. Masih kurangnya validitas nilai beberapa SPPT PBB yang akan sangat berpengaruh 

kepada nilai pendapatan atau piutang daerah.  Diantaranya banyak terjadi double 

anslagh dimana sebagian areal tanah yang sudah dipecah / dijual telah terbit SPPT 

baru sedangkan SPPT induk nilainya masih tetap / belum dikurangi. Terdapat 

beberapa SPPT yang datanya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya 

di lapangan    

3. Masih cukup besarnya tunggakan pajak 

4. Pendapatan di luar PAD yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Lain-lain 

Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kewenangan pemerintah pusat dan 

pemerintah provinsi. 

5. Lambatnya proses sertifikasi aset milik pemerintah daerah.  

 

Permasalahan seperti telah diuraikan diatas apabila tidak ditangani dengan 

baik akan berdampak kepada kurang optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah 

dan pengelolaan keuangan daerah. Di sisi yang lain, kenaikan penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah mutlak diperlukan untuk membiayai Perangkat Daerah lain dalam 

melaksanakan kegiatan demi mencapai visi dan misi kepala daerah seperti yang telah 

direncanakan.  
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Tantangan utama Badan Keuangan Daerah dalam meningkatkan pelayanan 

perangkat daerah adalah: 

1. Meningkatkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah agar dapat mencapai 

target yang telah ditetapkan. 

2. Mempertahankan pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan 

Keuangan Kota Depok . 

 

Sedangkan peluang yang ada dalam meningkatkan pelayanan perangkat 

daerah adalah: 

1. Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan 

publik yang makin meningkat. 

2. Masih terbukanya pemanfaatan potensi ς potensi pendapatan baik untuk 

diintensifikasi maupun ekstensifikasi terlebih karena Kota Depok merupakan kota 

penyangga ibukota negara.  

3. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan 

Badan Keuangan Daerah Kota Depok dan Perangkat lain yang terkait untuk 

memecahkan masalah bersama secara baik dan inovatif. 

 

 

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok, 

Badan Keuangan Daerah telah merencanakan kegiatan sebanyak 9 program dan 44 

kegiatan yang akan dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 11.765.232.000.  

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dengan tidak merubah pagu anggaran kegiatan 

yang akan dilaksanakan berkurang menjadi 43 kegiatan. Perubahan terhadap 

rancangan awal RKPD tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Penambahan Kegiatan Baru, yaitu Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah  

2. Penghapusan Kegiatan, yaitu kegiatan : 

a. Sinkronisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, karena pagu anggarannya 

dialihkan untuk kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah; 
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b. Penyusunan Naskah Akademis terkait Pengelolaan Keuangan / Aset / Pajak 

Daerah , tidak dilaksanakan karena pada Tahun 2019 tidak diperlukan. 

3.  Perubahan/Penyempurnaan nama kegiatan yaitu : 

a. Penelitian RKA OPD dan RKAP OPD menjadi Penelitian RKA SKPD dan RKA-P 

SKPD; 

b. Penelitian DPA OPD dan DPPA OPD menjadi Penelitian DPA SKPD dan DPPA 

SKPD; 

c. Pengembangan dan Pemeliharaan Simgaji dan Simpeg menjadi Penatausahaan 

Gaji Pegawai; 

d. Pelaksanaan ISO menjadi Sertyifikasi Pelayanan BPHTB; 

e. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pendataan Fasos Fasum 

dan Sarana Pemerintahan menjadi Pemeliharaan Sistem Informasi Pendataan 

Faos Fasum dan Sarana Pemerintahan.   

4. Perubahan Target Capaian Kinerja Kegiatan yaitu pada Kegiatan : 

a. Penyediaan ATK; 

b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 

c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor; 

d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 

e. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah; 

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor; 

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; 

h. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 

i. Bimtek Pengelolaan Keuangan; 

j. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan; 

k. Bimtek Pengelolaan BMD; 

l. Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah; 

m.  Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota Depok;  

n.  Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem PBB dan BPHTB; 

o. Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak daerah; 

p. Penagihan PBB dan BPHTB; 
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q. Pemberian Penghargaan kepada Wajib Pajak Daerah. 

5. Pengurangan Pagu Anggaran pada sebagian besar kegiatan karena adanya 

kebijakan penghapusan honorarium PNSD yaitu : 

a. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran dari semula Rp.2.228.985.000,- 

menjadi Rp.2.220.910.000,- ; 

b. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dari semula 

Rp.82.400.000,- menjadi Rp.41.000.000,- ; 

c. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasaran Pelayanan 

dari semula Rp.250.000.000,- menjadi Rp.98.170.000,- ; 

d. Program Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika dari semula 

Rp.1.914.746.500,- menjadi Rp.1.308.657.500,- ; 

e. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dari semula Rp.167.200.000,- 

menjadi Rp.79.200.000,- Ω 

f. Program Peningkatan Penerimaan PAD dari semula Rp.2.504.960.000,- menjadi 

Rp.2.471.261.000,-. 

6. Penambahan Pagu Anggaran pada kegiatan : 

a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari semula Rp.206.000.000,- 

menjadi Rp.949.805.000,- ; 

b. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dari semula Rp.154.500.000,- menjadi 

Rp.352.875.000,- ; 

c. Pemanfaatan dan Penghapusan Aset dari semula Rp.111.174.000,- menjadi 

Rp.240.825.000,- ; 

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah dari semula Rp.113.113.500,- menjadi 

Rp.386.906.500,- ; 

e. Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah dari semula Rp.412.000.000,- 

menjadi Rp.458.730.000,-. 

Secara rinci, perbandingan antara rancangan RKPD Tahun 2019 dengan dengan 

hasil analisis kebutuhan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut. 
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Tabel 2.3 
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 

Kota Depok 
Perangkat Daerah : Badan Keuangan Daerah 

 
 


